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FATWA-FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
(Studi atas Pemikiran M. Atho Mudzhar)

Moh.Tolchah'
Abstrak

Studi yang dilakukan oleh M. Atho Mudzar adalah bertema
Hukum Islam dengan topik Fatwa-fatwa. Majelis Ulama
Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di
Indonesia

Belakangan, wilayah kajian tersebut oleh Atho disebut
sebagai sejarah sosial hukun Islam. Studi diawali dari gagasan
dasar bahwa, sesungguhnya agama dapat didekati secara
sosiologis baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Kata Kunci : Hukum Islam, Adat, dan Tradisi

A. Pendahuluan

Persoalan agama Sebagai gejala sosial bermula dari pandangan
para ilmuan yang ingin mendekati agarna dengan cara empiris
induktif.” Pendekatan dimaksud diyakini memiliki tingkat fleksibilitas
dan dinamika yang relatif lebih tinggi. Berbeda dengan pendekatan
deduktif-normatif yang relatif bersifat kaku, sempit dan menolak
nuansa-nuansa yang berada, di luar kutub bahasan halal-haram atau
hitam-putih. Pendekatan sosilogis, tidak hanya melihat hubungan
timbal balik antara agama dan masyarakat, tetapi sudan lebih jauh
dari itu, yaitu agama dan pengaruhnya terhadap tingkah laku
masyarakat dan tingkah laku masyarakat terhadap pemikiran
keagamaan. > M. Amin Abdullah menawarkan paradigma. keilmuan
"interkoneksitas" untuk studi islam kontemporer di Perguruan
Tinggi, selanjutnya mengatakan pendekatan interkoneksitas berbeda
sedikit dari paradigma "integrasi" keilmuan yang seolah-olah

! Dosen IAIN Sunan Ampel Surabaya

2 Akh. Minhaji, Ushul Figh, Metodologi Memabami Wabyn Dalam Mencari
Kebenaran, (Kudus STAIN, 2001), 9-10

3 Michael. Nortcott, Pendekatan Sosiologis, Dalam Aneka Pendekatan Studi Agama,
Peter Connolly (ed), (Yogyakarta : WS, 1999), 267-269. Bandingkan dengan Mastuhu
dalam Tradisi Barn Penelitian Agama Islam : Tinjauan Antara Disiplin Ilmu (Bandung :
Nuansa, 2001), 106-135



berharap tidak akan ada lagi ketegangan dengan cara meleburkan dan
melumatkan yang satu ke dalam yang lainnya, baik dengan cara
meleburkan sisi normativitas sakralitas keberagamaan secara
menyeluruh ke dalam wilayah  "historisitas-profanitas, atau
sebaliknya.

Paradigma interkoneksitas mengasumsikan bahwa untuk
memahami kompleksitas fenomena kehidupan yang dihadapi dan
dijalani manusia, setiap bangunan keilmuan apapun, baik keilmuan
agama (termasuk agama Islam dan agama-agama yang lain), keilmuan
sosial, humaniora, maupun kealaman tidak dapat berdiri-sendiri.*
Oleh kaena itu, menjadi keniscayaan bagi civitas akademika
memberikan perhatian yang memadai terhadap perkembangan
masyarakat terutama masyarakat industri dan beberapa implikasinya
terhadap persoalan keberagamaan atau pemikiran keagamaan. Dari.
kenyataan agama Islam sebagai gejala budaya dan gejala sosial harus
dikaji dalam berbagai aspek dan bentuknya, baik agama Islam sebagai
wahyu maupun agama sebagi produk sejarah.

Hal inilah yang mendorong Atho Mudzhar melakukan
penelitthan hukum Islam di Indonesia dengan topik Fatwa-Fatwa
MUI periode 1975-1988. Berangkat dari sebuah tesis bahwa produk
pemikiran hukum Islam pada dasarnya adalah hasil interaksi antara si
pemikir hukum dengan keadaan atau kebutuhan lingkungannya.’
Namun hal yang harus diperhatikan menurut Atho adalah adanya
kejelasan posisi ilmu sosiologi. Sebagai pisau analisis apakah ia
sebagai ilmu inti ataukah menjadi ilmu bantu. Karena ada
kekhawatiran apabila tidak ada kejelasan, maka studi Islam di
lingkungan IAIN maupun STAIN akan menjadi penelitian ilmu
sosial dan menjadi tidak konsen lagi sebagai studi Islam. Dalam
kerangka kerjanya Atho sendiri memposisikannya sebagai ilmu bantu
dengan baberapa pijakannya untuk meningkatkan arah studi
interdisipliner dari berbagai macam disiplin ilmu dan dibukanya
program-program studi umum di IAIN maupun STAIN agar dapat
memahami agama Islam sebagaimana yang dikehendaki pada poin
pertama dan kedua.’ Penelitian terhadap fatwa-fatwa MUI pernah
mengalami pengulangan-pengulangan walaupun dalam persoalan
yang sama, bahkan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

4+ M. Amin Abdullah, Islamic Studies di Perguruan Tinggi : Pendekatan Integratif-

M. Atho Mudzhar, Membaca Gelombangljtibad:Amara Tradisi Dan Liberasi
(Yangyakarta : Titian Ilahi Press, 1998), 105.

6 M.Atho Mudzhar,Pendekatan. . . ... ,29-31



B.

Kegelisahan Akademik

Masyarakat Islam, khususnya di Indonesia memandang figh
adalah identik dengan hukum Islam. Sedangkan hukum Islam
dipandang sama dengan hukum Tuhan. Anggapan terhadap figh
sebagai hukum Tuhan menjadikan masyarakat memposisikan kitab-
kitab figh atau teks-teks figh klasik sebagai kitab, teks atau kompilasi
hukum Tuhan. Karena hukum Tuhan adalah hukum yang paling
benar dan tidak bisa diubah, maka kitab-kitab figh jugadipandang
sebagai agama bukan produk keagamaan. Dampaknya, umat Islam
sampai berabad-abad lamanya menjadikan figh sebagai agama bukan
sebagai bagian dari produk pemikiran keagamaan.

Konsekuensi dari pemikiran tersebut juga berakibat pada posisi
para ahli figh yang memiliki kedudukan tinggi bahkan dikesankan
sebagai penjaga hukum agama bukan sebagai orang yang memahami
produk pemikiran keagamaan. Bahkan memberikan pengaruh
terhadap cara pandang dan cara pikir mereka terhadap hukum Islam.
Kualifikasi sebagai ahli figh dengan strata sosial yang tinggi tersebut
seringkali mendokumentasikan gagasannya dengan nuansa dan warna
status sosial yang dimiliki. Mereka menjaga, produk pikir figh
pendahulunya, para pendukungnya dan terkadang juga produk pikir
mereka sendiri. Yang lebih ironis adalah produk pikir mereka
sendiripun diidentikkan dengan hukum Tuhan. Pola pikir tersebut
adalah sebuah kekelituan besar dalam konteks hukum Islam,
terutama untuk meningkatkan produktivitas hukum. Oleh karena itu
perlu dianalisis hal-hal yang signifikan mempengaruhi dan
menyebabkan terjadinya pola pikir tersebut.”

Kemandekan pemikiran figh merupakan akibat langsung dari
pilihan-pilihan pasangan yang telah ditetapkan atau setidaknya
kekeliruan dalarn menentukan bobot masing-masing pilihan. Figh
dipandang identik dengan hukum Islam dan wahyu daripada produk
pikiran manusia dan produk sejarah. Figh juga dipandang sebagai
ckspresi kesatuan hukum Islam yang universal daripada ekspresi
keragaman partikular.® Figh telah mewakili hukum dalam bentuk cita-
cita ketimbang sebagai respon dan refleksi kenyataan dinamis dan
mampu merespon zaman. Bahkan kekakuan putusan-putusan hukum
lebih cenderung normatif daripada, empiris-aktual.

51
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Gerilya yang harus dilakukan menurut M. Atho Mudzhar adalah
membalikkan empat pilihan. Figh dipandang sebagai produk
dominan akal daripada wahyu dan karenanya boleh diutak atik. Figh
dipandang sebagai variasi dari pada suatu keragaman yang
pertikularistik dan justru lebih berdimensi ruang dan waktu.

Dari hasil penelitian Hooker, yang mempelajari hukun Islam
dalarn hukum. Malaka untuk menentukan apakah yang menjadi dasar
lahimya pemikiran hukum Islam pada waktu itu, menyimpulkan,
bahwa unsur-unsur hukum Islam sudah ditemukan pada masa itu.
Misalnya mengenai hukuman terhadap pembunuhan orang merdeka
atau budak-budak belian, hukum potong tangan untuk pencurian dan
hukuman terhadap perbuatan zina. Keadaan tersebut jauh berbeda
dengan di Aceh. Unsur Islam tidak dapat ditemukan dalam. hukum-
hukum. Aceh di Sumatra Utara, yang disebut majelis Aceh yang
secara tradisional dianggap berasal dan masa Sultan Iskandar Muda
(1607 - 1036 M). Sebaliknya hukum-hukum Aceh terutama majelis
adat menunjukkan tentang peranan para hulubalang sebagai para
pewaris kekuasaan atas daerah-daerah yang keseluruhan membentuk
dunia Aceh. Memang benar bahwa majelis Aceh juga berisikan
sejumlah besar dasar-dasar yang berasal dari Islam, tetapi bukan
bersifat figh. Mungkin sekali itu adalah peraturan-peraturan protokol
kerajaan yang mungkin berasal dari karya mistik Bustan As-Salatin,
yang lebih memperhatikan gagasan mistik daripada soal lain.’

Demikian halnya hukum-hukum jawa yang diwakili oleh Badan
Tanah Jawi, Babad Mataram, dan Pepakem Cirebon pada abad ke 16.
Pengaruh hukum Islam bersifat samar-samar karena Islam dianggap
hanya sebagian dari hukum sebuah adat pribumi sudah siap untuk
menanggulangi. Kebudayaan Jawa yang dipengaruhi agama Hindu
terlalu kuat untuk menerima banyak hukum Islam. Kemungkinan
dipakainya adat-adat setempat dan berbaur dengan hukum Islam di
Jawa adalah akibat suasana khusus Islam dan di sini unsur hukum
Islam mudah dapat dijumpai di kalangan masyarakat masjid terutama
di daerah pantai jawa. Peraturan-peraturan hukum Islam jelas
tercantum dalam Al-qut'an dan naskah berbahasa, Arab, sedangkan
di desa-desa di daerah pedalaman peraturan-peraturan itu berbaur
dengan unsur-unsur bukan Islam yang berbau Hindu.

Sampai pada penjelasan tersebut, ternyata penerimaan hukum-
hukum Islam berbeda dari satu tempat ke tempat lainnya. Hal ini

9 28M. Atho Mudzhar, Mengutip dari studi Hooker yang dikutip dari Liaw Yak
Faag, Undang-Undang Malaka (Den Hag B.V. De Nederland Che Boken Steindrukerid,
1976), 16-17



sesuai dengan konsensus para ahli hukum bahwa produk hukum
akan berubah sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi,
Sebagaimana kaidah yang disepakati oleh para ahli tersebut "
taghayyur alahkam bi taghayyur al-abwal' . ' Hal ini paling tidak
tergantung pada dua hal : bobot pengaruh haluan mistik dan
kekuatan adat-adat setempat. Dari hasil studi yang dilakukan oleh
Daniel S. Lev mengatakan bahwa di daaerah-daerah yang penerimaan
hukum-hukum Islamnya kuat dapat dijumpai pengadilan-pengadilan
Islam yang menggunakan hukum-hukum Islam, bentuk dan keadaan
pengadilan-pengadilan itu sangat berbeda di seluruh kepulauan. '

Pada akhirnya penelitian tersebebut diharapkan akan dapat
mempetjelas tesis dari Schaht yang mengatakan bahwa ciri khas
pertama perkembangan hukum Islam adalah penerimaan secara luas
tethadap unsur-unsur yang amat beragam, schingga pada saat
tertentu realitas hukum tidak hanya berasal dari Islam dan tinggal
semata-mata al-Qur'an.

C. Pentingnya Topik Penelitian

Mengapa Fatwa-Fatwa MUI yang menjadi topik dalam penelitian
Atho Mudzar. Dari hasil reasoning terhadap tema dan topik
penelitian tersebut dapat penulis jelaskan bahwa penelitian tentang
Fatwa-Fatwa MUI merupakan sesuatu yang masih belum hanyak
dilakukan.” Di samping itu, hal penting yang tidak boleh dilupakan
bahwa Fatwa Ulama' merupakan substansi penting dalam pemikiran
hukum Islam. Oleh karena itu penelitian Atho tidak mengarahkan
topiknya kepada peran lembaganya, akan tetapi kepada produk
fatwanya. Penelitian tersebut ingin membuktikan bahwa pemikiran
terhadap hukum atau proses betijtihad terhadap hukum, khususnya
di Indonesia tidak berhenti sama sckali. Walaupun hal yang
barangkali tidak dapat dipungkiri adalah laju produktifitasnya
menyentuh titik rendah dibandingkan dengan era para Mujtahid dan
Imam Madzhab.

10 Yusuf Qardlawi, Edisi Terjm. Rifyal Ka'bah, Keuasan Dan Keluwesan Syariah
Islam (Jakarta Minaret, 1988), 92

""" Daniel S Lev, Islamic Courts In Indonesia, A study In The Political Bases Of Legal
Institutions, (Los Angeles : University of California Press, 1972), 10

12 Joseph Schaht, Hokum Islam, dalam Gustave E von Grunebaum, Islam
Kesatuan dalam Keragaman, (ter .) Effendi N. Yahya, dari judul ash Unity and 1 ariety in
Mustim Civilization, (Jakarta: Karya Unipres, 1975), cet. II, 103

13 Uraian lebih lanjut tentang beberapa bukti belum banyaknya penelitian
tentang topik tersebut dapat dilihat dalam kupasan prior research on topic



Fatwa-fatwa yang pernah diputuskan oleh para pendahulu
merupakan bukti bahwa produk hukum sangat terkait erat dengan
sosio-kultural dan sosio-politik yang mengitarinya. Imam Syafi'i
dengan dua ifta' yang pernah dilakukan di dua lokasi yang berbeda
sexing disebut Qoul Qodim dan Qoul Jadid adalah bukti yang tidak
terbantahkan. Seorang mufti dapat dan boleh melakukan ijtihad
kedua kalinya dalam persoalan hukum yang sama dan sudah dijawab
sebelumnya. Namur sebagian lagi menolak pendapat, karena hasil
jjtthad yang pertama, dapat diterapkan untuk kasus hukum. kedua
yang tejadi lagi.''Kondisi Baghdad dengan berbagaimacam
kesederhannan dan keterbelakangan merupakan faktor penentu
lahimya Qoul Oodim dan situasi di Mesir sebagai kota metropolis,
merupakan keharusan untuk berinteraksi dengan modifikasi dan
inovasi baru terhadap putusan-putusan dan fatwa-fatwa hukum.
Prinsip-prinsip maslahah menjadi pertimbangan penting dalam
pengambilan keputusan.'

Akhirnya dapat penulis tegaskan kembali bahwa yang menjadi
topik penelitian Atho bukan MUI dari segi perannya secara umum
dalam masyarakat, melainkan dari segi fatwanya. Karena fatwa adalah
salah satu dari 5 produk pemikiran hukum Islam yaitu kitab-kitab
figh, keputusan pengadilan agama, perundangan yang berlaku di
negara muslim, kompilasi hukum Islam, dan fatwa. Oleh karena itu
masalah yang hendak dikaji meliputi dua aspek pertama, bagaimana
fatwa-fatwa MUI itu dirumuskan secara metodologis; dan kedua,
faktor-faktor sosial politik dan kultural apa yang melatar belakangi
lahirnya fatwa-fatwa MUI itu, serta bagaimana dampak fatwa itu
terhadap masyarakat.Aspek yang pertama, adalah wilayah kajian usul
figh dan aspek kedua adalah wilayah kajian sosiologi,dalam rentang
waktu MUI 19751989

D. Hasil Penelitian Terdahulu

M. Atho Mudzhar, memulai penelitian dengan tesis bahwa
penelitian tentang hukum Islam di Indoneisa sesungguhnya tidak
berhenti sama sekali, melainkan laju perkembangannya yang agak
terlambat. Produk pemikiran hukum Islam tetap dilaksanakan paling
tidak oleh dua kelompok pembela syariat, yaitu para gadli dan para
mufti. Para gadli melakukan pemikiran hukum Islam dengan cara
melaksanakan hukum melalui putusan pengadilan dan bersifat

14 Wael B. Hallaq, Sejarah Teori Hukum, Pengantar Untuk Ushul Figh Mazhab
Sunnt, (Jakarta Rajawali, 2001), 182-184
15 [bid., 165-167



mengikat pihak-pihak yang bersangkutan. Sedangkan para mufti
melalui fatwa-fatwa hasil ijtihad hukum yang bersifat nasihat.

Pelaksanaan fatwa sesungguhnya telah dimulai sejak awal abad ke
7 dan 8 pada saat Islam telah berpengaruh ke kawasan yang lebih
lugs, maka umat Islam memerlukan penyelesaian hukum. Paling tidak
terdapat tiga nama, yang merintis dan mulai berfatwa. Mereka adalah
Ibrahim an-Nakhoi (w. 96 H), Atho bin Abi Robah (w. 115 H) dan
Abdullah bin Ali Nujath (w. 132 H) Akan tetapi pekerjaan
menghimpun fatwa belum dilakukan sampai abad ke 12.

Deliar Noer mereckam data yang menyebutkan bahwa tugas
pemberian fatwa-fatwa di Indonesia sepenuhnya dilakukan oleh para
Ulama, karena-istilah-istilah fugaha dan mufti, meskipun tidak asing
sama sckah, tidak dipergunakan secara umum. Hingga permulaan
abad ke- 20, fatwa-fatwa di Indonesia telah diberikan oleh Ulama
secara perseorangan.'®" Dan Pada kuartal kedua abad ke-20, beberapa
fatwa telah diberikan oleh para ulama secara berkelompok. Pada
tahun 1926 para ulama tradisional telah mendirikan perkumpulan
Nandatul Ulama dan mulai memberikan fatwa-fatwa bersamaan pula
pada waktu kongres pertamanya pada tahun itu juga.'” Sejak waktu
itu, setiap konggres Nandatul Ulama, di samping mengeluarkan
penyataan-pernyataan keorganisasian dan politik, juga menghasilkan
fatwa-fatwa mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hukum Islam,
yang dikumpulkan dan diterbitkan dengan judul abkam al-fugaha'.
Hal-hal yang scluruhnnya berjumlah 325 itu kebanyakan bersifat
upacara keagamaan dengan sedikit saja yang menyangkut perkara-
perkara modern seperti landreform (pembagian tanah garap)."
Muhammadiyah yang berpendirian modem, yang didirikan pada
tahun 1912, pada mulanya tidak memperhatikan soal fatwa hingga
tahun 1927, sewaktu organisasi itu membentuk suatu panitia khusus
yang diberi nama Majlis Tarjih, yang bertugas menetapkan soal-soal
keagamaan umumnya dan hukum Islam khusunya. Panitia ini dari
waktu ke waktu mengadakan rapat dan menghasilkan fatwa-fatwa
yang di himpun dalam Himpunan Putusan Majelis Tarjih

16 Pada waktu itu dikabarkan, misalnya seorang alim secara perseorangan
memberikan fatwa-fatwa, sewaktu ia memberi pelajaran di sekolah-sekolah Belanda
dengan mengenakan pakaian secara Barat, telah dianggap haram dilarang menurut
agama Islam, Lihat Deliar Noer, Modernist Medianm NMovement In Indonesia, 1900-1942
(Singapore : East Asia Historical Monograph Oxford University Press, 1973), 8

17 Thid., 231-232

18 Lihat, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Abkam al-Fugaha ft Mugarrat
mu'tamarat nandat al-Ulama, Kumpulan Masalah-Masalah Diniyah Dalam Mun'tamar NU ke 1
s/d 15, 2 jilid (Semarang Toha Putra, 1960)



Muhammadiyah. Soal-soal yang dibahas kebanyakan juga mengenai
upacara keagamaan, dengan beberapa kekecualian seperti soal
perbankan dan keluarga berencana."” Meskipun masih dapat dijumpai
fatwa-fatwa yang diberikan secara perseorang oleh Ulama tertentu,
seperti oleh Ahmad Surkati dan Ahmad Hassan, namun makin
banyak Ulama yang cenderung menggabungkan diri pada salah satu
kedua induk :Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah.

Perkembangan baru muncul sewaktu pada tahun 1975 dibentuk
Majelis Ulama Indonesia (MUI). Baik ulama golongan tradisional
maupun golongan modern mempunyai wakil-wakilnya dalam MUI,
dan melalui badan itu memberikan fatwa-fatwa bersama. Sejak
didirikan pada tahun 1975 hingga sckarang, MUI telah banyak
melahirkan fatwa, meliputi soal-soal upacara keagamaan, pernikahan,
kebudayaan, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, dan kedokteran,
yang sebagian besar dikumpulkan dalam Kwzpulan Fatwa Majelis
Ulama Indonesia ** Meskipun banyak di antara fatwa-fatwa itu diterima
dengan baik oleh masyarakat, namun ada juga yang menimbulkan
pertikaian; bahkan pimpinan MUI telah dituduh lebih bercondong
pada soal politik dengan mengabaikan ajaran baku hukum Islam.
Persoalan ini merupakan realitas perundangan yang tidak lepas dari
friksi maupun nuansa politik. Bahkan dalam kata pengantar untuk
sebuah disertasi "Kekuatan Islam Dan Pergulatan Kekuasaan Di
Indonesia" karya Aminuddin, Mochtar Mas'ud mengatakan bahwa
dalam garis perjuangan, umat Islam secara silih berganti menerapkan
teori "Konfrontasi" dan "Akomodasi".”

E. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

Studi ini berupaya untuk menentukan sifat fatwa-fatwa MUI dari
segi metode perumusannya, keadaan sosio-politik di sekelilingnya,
dan reaksi masyarakat terhadap fatwa-fatwa itu. Bersamaan dengan
metode perumusannya, studi ini berupaya meneliti metode yang telah
digunakan dalam menyusun fatwa-fatwa itu dan menyelidiki
bagaimana fatwa-fatwa itu mencerminkan atau bertalian dengan teks
klasik dari jurisprudensi. Studi ini juga berusaha untuk menganalisis

19 Majelis Tadih Pimpinan Muhammadiyah, Himpunan Putusan Majelis Taryjib
Mubammadiyah (Y ogyakarta : Pimpinan Pusat Muhammadiyah, terbitan ketiga)

20 Majelis Ulama Indonesia, Kumpulan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Jakarta :
Pustaka Panjimas, 1984)

2l Muchtar Mas'ud, Sebualh PengantarDalam Aminuddin Kekuatan Isiam Dan
Keknasaan Di Indonesia, Sebelum dan Sesudabh runtubnya Rezim Soeharto (Pustaka Pelajar :
Jakarta, 1999), x-xii



sosio-politik, yang mungkin telah mendorong lahirnya fatwa-fatwa
1tu.

Dari segi #eori studi ini dimaksudkan untuk memberi gambaran
yang lengkap dan tepat sifat fatwa-fatwa, dalam kaitanya dengan isi
maupun cara kerja. Yang perfama untuk membantu menambah
pengetahuan tentang figh (hukum Islam), dan yang kedua tentang
usul al-figh (teori Hukum Islam), dua pokok penting dalam
menetapkan kedudukan pemikiran hukum Islam.

Dari segi praktis, studi ini bertujuan untuk meneliti bagaimana
para ulama Indonesia berdaya upaya dalam menghadapi tantangan-
tantangan kehidupan modern dengan mengunakan fatwa-fatwa
mereka. Pengujian demikian adalah perlu sekali guna mengetahui
baik pengaruh perkembangan modern terhadap pemikiran hukum
Islam maupun peranan ulama dalam masyarakat. Yang terakhir ini
mutlak diperlukan terutama bagi para pengambil kebijakan dan para
ahli pembangunan, yang tugas utamanya adalah membangun dan
memodernkan masyarakat. Studi ini juga mempunyai arti penting
kalau diingat pula kenyataan bahwa studi-studi Islam di Indonesia
selama ini masih sangat langka jika dibandingkan dengan studi yang
ada. mengenai Islam di negeri-negeri timur tengah.

Tujuan dari  penelitian  yang dilakukannya adalah untuk
mengetahui materi fatwa yang dikemukakan Majelis Ularna.
Indonesia serta Latar belakang sosial politik yang melatarbelakangi
timbulnya fatwa. tersebut. Penelitian ini bertolak dari suatu asumsi
bahwa fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia selalu
dipengaruhi oleh setting sosio-kultural dan sosio-politik, serta fungsi
dan status yangg harus dimainkan oleh lembaga. tersebut. Produk-
produk fatwa. Majelis Ularna yang ditelitinya adalah terjadi di sekitar
tahun 1975 sampai dengan tahun 1988 pada saat mana. Menteri
Agarna dijabat masing-masing oleh A. Mukti Ali (1972-1978),
Alamsyah Rata. Perwiranegara. (1978-1983), dan Munawir Sjadzali
(1983-.1988). Sementara. itu Ketua. Majelis Ulama. Indonesia dijabat
oleh K.H.Hasan Basri.

F. Metodologi Penelitian
1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini dilakukan sesungguhnya berangkat dari
kenyataan sejarah bahwa, produk-produk hukum adalah hasil
interaksi sistemik antara, para pemikir hukum dengan dunianya.
Namun dalam pendekatan tersebut setidaknya terdapat dua hal
yang sangat penting untuk diperhatikan: pertama, pendekatan
sosiologis yang meletakkan produk pemikiran hukum Islam pada



tempat yang scharusnya. Dan kedna: memberikan tambahan
keberanian kepada para ahli hukum Islam agar tidak ragu dan
malu melakukan perubahan suatu produk pemikiran hukum
sebagai sebuah kenyataan sejarah. Ending dari pendekatan ini
adalah untuk membuktikan bahwa produk pemikiran hukum
adalah lahir dari interaksinya dengan sosio-kultural dan politik,
disamping terdapat produk hukum yang sudah pasti dan tidak
pernah berubah. Inilah yang sesungguhnya menjadi karakter
Islam dan hukum Islam yang sempurna, elastis, dinamis dan
sistematis.

2. Cara Kerja Penelitian

Kebanyakan fatwa MUI mendasarkan isthinbat-nya kepada
giyas yaitu mencari status hukum suatu persoalan baru dengan
membandingkannya dengan persoalan lama yang telah ada dan
jelas status hukumnya dalam Al-qur'an atau sumber-sumber
hukum lainnya (hadis dan ijma'). Cara ini adalah logis ditempubh,
karena qiyas " memang ampuh untuk menjawab persoalan-
persoalan baru dengan tetap berpijak kepada dasar aturan hukum
yang ada. Tetapi dalam beberapa fatwa MUI, yang dibandingkan
itu. (magqis fith) terkadang tidak memiliki karakteristik yang sama
dengan pembandingnya (magqis ‘alaih). Dalam kasus fatwa
tertentu, MUI bukan saja menggunakan qiyas, tetapi juga falfig
yaitu memilih dan mengambil pendapat dari mazhab lain, dalam
hal ini Zahiri, daripada pendapat mazhab yang biasa dianutnya
yaitu pendapat Syafi'i. Ini tentunya adalah sikap dinamis dari yang
ditempuh oleh para ulama MUI.

Terkadang juga perumusan secara metodologi fatwa-fatwa
itu tidak mengikuti suatu pola tertentu. Beberapa fatwa berawal
dengan dalil-dalil menurut Al-qut'an sebelum melacak hadist-
hadist yang bersangkutan atau menunjuk pada naskah-naskah
figh. Fatwa lainnya mengenai masalah yang dibicarakan tanpa
mempelajari tetlebih dahulu ayat-ayat Al-qut'an atau hadist-hadist
yang bersangkutan. Ada sejumlah kecil fatwa yang bahkan tidak
mengemukakan dalil sama sekali, baik yang berdasarkan naskah
maupun yang menurut akal pikiran ia langsung begitu saja
menyatakan isi fatwa. Akan tetapi, hal ini tidak berarti bahwa
MUI tidak memakai metodologi. Secara mendalam. MUI
mempelajari dan merujuk keempat sumber hukum Islam : Al-

22 Wahbah al-Zuhaili, A/-Wasith fi Ushul al-Filth al-Islami (Damaskus : Dar al-
Kitab, 1978), 158



qut'an, hadist, ijma' dan qiyas, demikian urutan tingkat
wewenangnya menurut mazhab Syafi'i. Tetapi dalam praktik,
prosedur metodologis semacam itu tidak selalu dipergunakan,
dalam artian tidak secara kronologis dicantumkan dengan
pertimbangan kemakluman dalil.

G. Sumbangan Keilmuan

Hasil penelitian tersebut terasa mengejutkan sebagian ulamafigh
tradisional.” Hal ini dinilai akan menghilangkan unsur kesakralan
atau kekudusan hukum Islam. Para ulama tradisional khawatir
penelitian tersebut akan menempatkan hukum Islam sebagai hukum
sckuler yang dapat diubah seenaknya. Kesan demikian tidak
mengherankan karena secara faktual hukum Islam atau figh yang
selama ini dipelajari ummat Islam mulai dari tingkat dasar sampai
dengan Perguruan Tinggi terlepas dari historisnya ** atau kehilangan
konteks kesejarahannya. Para ulama yang mempelajari figh pada
umumnya tidak mengetahui berbagai faktor sosio kultural, politik,
serta lainnya yang ikut serta mempengaruhi terbentuknya hukum
tersebut, akibat dari keadaan demikian, mereka tidak mengetahui
persis konteks situasional yang menyebabkan mengapa produk
hukum itu lahir. Dari keadaan demikian pula sulit sekali diterimanya
upaya reformasi dan pembaharuan dalam hukum Islam. Dan jika
keadaan tersebut terus berlanjut, maka akan banyak sekali produk
hukum yang tidak lagi sesuai dengan tuntutan zaman, karena produk
hukum  tersebut dengan tuntutan sosial sudah terdapat
ketidakcocokan atau telah terjadi kesenjangan antara keduanya.

Namun demikian kitapun tidak sepenuhnya menerima pendapat
yang mengatakan bahwa seluruh produk hukum Islam harus
disesuaikan dengan tuntutan zaman. Hukum Islam yang berkaitan
dengan masalah ibadah ritual misalnya, jelas tidak dipengaruhi oleh
perubahan zaman. Rukun shalat, serta berbagai ketentuan lainnya
tentang ibadah jelas tidak mengalaml perubahan. Tetapi bagaimana
cara seseorang memahami makna ibadah dalam kehidupannya jelas
dipengarahi oleh latar belakang pendidikan, lingkungan dan lain
sebagainya. Produk-produk hukum yang sangat dipengaruhi oleh
berbagai faktor lingkungan sosial banyak terjadi pada masalah-

23 Hal ini penulis maksudkan untuk komunitas atau para ahli baik dati
kelompok yang selama ini memang diklaim sebagai golongan tradisional maupun
kelompok modern dan tetap menganggap bahwa wilayah hukum tidak layak diotak-atik
dengan akal.

2 M. Amin Abdullah, Studi Agama Normativitas atau Historisitas (Y ogyakarta :
Pustaka Pelajar, 1996), 9



masalah yang berkaitan dengan kehidupan sosial, ekonomi,
kriminalitas, masalah perkawinan, dan lain sebagainya.

Secara tipologis, fatwa-fatwa tersebut dalam perumusannya,
dengan mengesampingkan kemungkinan adanya kombinasi faktor-
faktor lain yang dapat mempengaruhi, maka dapat digambarkan
keragaman dengan sebuah garis, yang ujung kirinya (F+1)
menunjukkan tempat fatwa dengan pengaruh terkuat dari
pemerintah, dan ujung lainnya (F-1) menunjukkan fatwa dengan
pengaruh pemerintah yang paling kecil bahkan yang berlawanan
dengan kebijakan pemerintah, sedangkan pusat garis (FO)
menunjukkan fatwa-fatwa yang sifatnya netral.

Gambar 2
Pembagian fatwa-fatwa. MUI menurut tingkat kekuatan

pengaruh pemerintah
F +1 FO F-1

Ternyata diantara 22 fatwa yang diteliti dalam studi ini ada
sebelas fatwa. Yangtermasuk dalam golongan FO, delapan fatwa
berada diantara F+1 dan FO, dan hanya ada tiga fatwa yang masuk
dalam golongan antara, FO dan F-1. Hal ini berarti, meskipun
banyak fatwa menunjukkan adanya pengaruh kuat dari pemerintah,
mayoritas bersifat netral bahkan ada sebagian kecil yang berlawanan
dengan kebijakan pemerintah. Hal ini berarti, MUI telah berusaha
keras untuk memelihara kebebasannya dalam menjalankan pemikiran
hukum Islam, walaupun dalam banyak keadaan MUI benar-benar
memang tidak dapat menghindari pengaruh pemerintah itu.

Untuk membentangkan kedudukan setiap fatwa selanjutnya
dalam tipologi itu, seckali lagi dengan mengesampingkan
kernungkinan adanya kombinasi faktor-faktor yang berpengaruh,
maka daftar berikut ini mungkin dapat membantu :

Fatwa-fatwa yang termasuk dalam golongan FO :

Fatwa tentang shalat jum'at bagi orang-orang dalam petjalanan;
Fatwa tentang perkawinan antar agama;

Fatwa tentang pengangkatan anak;

Fatwa tentang penjualan tanah warisan;

Fatwa tentang film The Message;

Fatwa. tentang Film Adam and Eve;

Fatwa tentang penyisipan ayat Al-quran dalam lagu pop;

Fatwa tentang sumbangan kornea mata

Fatwa tentang pencangkokan katup jantung;
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j. Fatwa tentang tentang Ahmadiyah Qadiyani;
k. Fatwa tentang gerakan Inkar as-Sunnah.

2. Fatwa-fatwa yang termasuk di antara golongan FO dan
golongan F + 1
a. Fatwa tentang Jedah dan bandar udara. Raja "Abd al-'Aziz
sebagai tempat miqat.
Fatwa tentang penjatuhan tiga talak sekaligus;
Fatwa tentang penyembelihan hewan dengan mesin;
Fatwa tentang pembudidayaan dan memakan daging kodok;
Fatwa. tentang Keluarga. Berencana secara. umum;
Fatwa tentang keabsahan penggunaan IUD;
Fatwa tentang gerakan Syi'ah di Indonesia;
Fatwa tentang hukum makan daging kelinci.
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3. Fatwa-fatwa yang termasuk diantara golongan FO dan
golongan F-1
a. FPatwa tentang haramnya pengguguran kandungan;
b. Fatwa tentang larangan melakukan vasektomi dan tubektomi;

H. Kesimpulan

Inkonsistensi MUI dalam mematuhi metodologi penetapan
hukum disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti faktor politik.
Terkadang ada pula fatwa yang dipengaruhi oleh satu faktor, dan
terkadang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antara fatwa MUI
yang dipengaruhi oleh kebijaksanaan pemerintah antara lain
mengenai fatwa penyembelihan binatang, keluarga berencana, ibadah
ritual, Berta Pelabuhan Udara Jeddah atau Bandara King Abdul Azis
sebagai tempat melakukan miqat bagi jama'ah haji Indonesia yang
menggunakan pesawat terbang.

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa bidang penelitian Hukum
Islam yang dilakukan oleh Atho Mudzhar adalah termasuk penelitian
uji teoti atau uji asumsi (hipotesis) yang dibangun dari berbagai teori
yang terdapat dalam ihnu sosiologi hukum. Peneliti dengan amat jelas
menggunakan asumsi yang ingin dibuktikan dalam penelitiannya itu.
Dengan menggunakan bahan-bahan tulisan, terlihat bahwa penelitian
ini tergolong penelitian kepustakaan. Sedangkan kerangka analisis
yang digunakannya adalah sosiologi hukum. Penelitian ini semakin
mempedelas tesis dari Schacht yang mengatakan bahwa ciri khas
pertarna, perkembangan hukum Islam adalah penerimaan secara
hins, terhadap unsur-unsur yang amat beragam; baik yang berupa
adat maupun. dokterin.
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